BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh APIP belum seluruhnya dan

belum dilaksanakan secara efektif. Saat ini APIP dinilai belum efektif
melaksanakan pengawasan terkait pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pemeliharaan dan pengamanan, penilaian, pemindahtangaan, penghapusan
dan penatausahaan. Selain itu kapabilitas dan kompetensi di tubuh APIP
sendiri dinilai masih belum memadai. Dengan kondisi ini cenderung APIP
dianggap kurang kapabel dan kurang profesional dalam menjalankan
tugas-tugas pengawasan.

Upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensi APIP dituntut agar
masyarakat merasakan keberadaan perannya yaitu dapat memberikan
keyakinan yang memadai, memberikan peringatan dini, meningkatkan
efektivitas manajemen risiko, memelihara dan meningkatkan kualitas tata

kelola.

6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1. APIP perlu merancang kembali pengelolaan barang/aset yang menjadi

acuan auditor ketika melakukan pemeriksaan regular terhadap Inspektorat

Kota Kupang. Meningkatkan pengelolaan terhadap aset sesuai dengan
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bentuk-bentuk pemanfaatan. Perawatan terhadap peralatan harus
ditingkatkan seperti penegasan terhadap pemakaian peralatan dan
melakukan pengecekan barang secara berkala. Pemerintah Daerah Kota
Kupang perlu melakukan pengakuan, penilaian, pengukuran dan
pengungkapan pada masing-masing aset.

. APIP diharapkan meningkatkan pemahaman kepada Inspektorat dengan
cara melakukan kegiatan pelatihan kantor sendiri, pendidikan dan
pelatihan pengadaan barang atau jasa dan kegiatan sejenisnya yang dapat
menambah keahlian auditor untuk menunjang pengawasan inspektorat
dalam pengelolaan aset tetap. Dengan peningkatan kompetensi auditor, ke
depan diharapkan peran inspektorat sebagai quality assurance dan
consulting partner dapat lebih efektif

. Perlu adanya pembenahan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Kupang
dalam rangka peran APIP atas pengawasan aset tetap yang
optimal.Inspektorat Kota Kupang diharapkan dapat mengurangi
pemeriksaan reguler yang sifatnya korektif dan menambah kegiatan
pengawasan yang sifatnya pembinaan ataupun preventif seperti reviu,
konsultasi, asistensi, dan sosialisasi. Pemeriksaan reguler hanya
ditekankan pada objek pemeriksaan yang dirasa memiliki risiko cukup

tinggi dengan mempertimbangkan sistem pengendalian intern audit.
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